
GUBERNUR SUMATERA UTABA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2OO9

TENTANG
PENGEMBANGAN GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN

DAN SWASEMBADA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBER]TUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa salah satu komitmen dasar dalam Visi dan Misi Gubernur

Sumatera Utara 2008 - 2013 adalah mewujudkan " Rakyat Tidak

Lapar ". Terjadinya Rakyat Lapar salah satunya disebabkan kurang

tersedia atau sulitnya diperoleh bahan pangan akibat kurangnya

produksi yang dimiliki oleh suatu daerah;

bahwa mendatangkan bahan pangan dari luar daerah terutama luar

negeri (impor) dalam jangka panjang sangat beresiko terhadap

jaminan ketersediaan dan fluktuasi harga di Pasar Internasional. Hal

ini sangat erat kaitannya dengan kisis pangan dunia yang terjadi

sebagai akibat terganggunya produksi pangan dunia seiring terjadinya
perubahan iklim serta adanya pemanfaatan bahan pangan nabati

sebagai sumber energi terbarukan (bio diesel) dan lain - lain dalam

jumlah yang cukup besar, sehingga persaingan pemanfaatan produk

pangan nabati untuk konsumsi dan energi tidak terelakkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan

b perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengembangan
'' 

,\116rg 
Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan;

I
Mengingat l/. 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

?,r J:t\ ^ Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan

EF6^rc, Ma Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

. *ilJ, 
{ 

U b ' 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

I 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan

* 
*.r" I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

b.

c.



Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nsmor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2M Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 42V);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

t-: Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran

,i,-|ilW"erah 
Nomor 8);

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

.,..']

fl*l
6<k6

kr, Dg? t 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Wrii^7

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
l

' "'- ' -1t,---rPeraturan Daerah Nornor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11) ;

I



Peraturan Daerah Nomor tZ Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumater:a Utara Tahun

2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 12);

Perahrran Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan

Pangan Provinsi Surnatera Utara ( Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2006 Nomor 74 Seri C);

MEMUTUSI(AI{ :

Menetapkan : PERATURAT{ GUBERNUR TEf{TAilG PENGEIIBAIIGAI{ GERAKAN

}IASYARAKAT TTIAI{DIRI PANGAT{ DA'{ SWASEMBADA PA[{GAN.

EAB I

KETE TITUAN UHUf,l

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota' dan

perangkat daerah sebagai unsur penyehnggara Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi adalah ProvinsiSumatera Utara.

3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Utara.

4. Kabupaten/Kota adalah KabupatenlKota di Provinsi Sumatera Utara.

5. Bupati/'\Atalikota adalah BupatiflA/alikota di Provinsi Sumatera Utara'

Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah selanjuhya disingkat

..",. Bappeda.

13.

t4.

1 ," , , f* i .ili.t ^ 
pangan adalah segala sesratu yang berasal dari zumber hayati dan

WWM F.*r, baik yang diolah maupun tidak diolah yang dip,eruntukkan sebagai
ga' bw fu frP I 

tmakanan 
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahanrcr fo 

" 
ilv llmakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

HtlKutt f bmbahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang

U digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau

pembuatan makanan dan minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpnuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari terredianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.



9.

10.

11.

t2.

13.

L4.

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi

dalam negeri dan I atau sumber lain.

Lapar/Kelaparan adalah individu yang hanya rnampu mengkonsumsi

bahan pangan untuk menghasilkan energi kurang dari 70 o/o dari

angka konsumsi energi yang ditetapkan pola pangan harapan (pph)
yaitu kurang dari 1.400 Kkal/kap./hr.

Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang

dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waKu
teftentu untuk memenuhi standar kebuhrhan fisiologis bagi

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Food Insecurty Atlas (FIA)/Peta Kerawanan Pangan adalah

Penyusunan Peta daerah rawan pangan dengan menggunakan

beberapa dimensi dan indikator untuk mengetahui suatu daerah

kategori rawan pangan.

Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat

dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari

bekerjanya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

Gerakan Program AKi Mandiri Pangan adalah upaya terpadu dari

pemerintah bersama masyarakat yang berbasis di pedesaan/kelurahan

melalui gerakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan

dengan memanfaatkan potensi sumberdaya setempat dalam rangka

mewujudkan rakyat tidak lapar.

Swasembada pangan adalah suatu gerakan peningkatan produksi

pangan strategis secara bercama-sama dalam rangka memenuhi

kebutuhan pangan maqyarakat yang berbasis sumber daya lokal guna

meningkatkan ketahanan pangan.

Pemantauan adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus

terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalarn suatu jangka waktu'

15.

16.

^Lq 
. Monitoring adalah suatu proses yang terus

,? 'll/ mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan

, Y informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan.
t-

,u,;.huii.4 " 19.

menerus untuk
menggunakan

i adalah suatu kegiatan untuk mengetahui secara langsung

perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini

permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian

dapat segera dilaksanakan sefta perbaikan dan penyempurnaan yang

akan datang.

Pengendalian adalah kqiatan peninjauan pelaksanaan kegiatan ke

lapangan secara terkoordinasi.



Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil
monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah
kepada tingkat pengambil kebijakan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD

Gerakan Masyarakat Mandiri pangan seranjutnya disebut Gema pangan

BAE II

PENGfi,IBAT{GA1{ GERAKAN MASYARAKAT I{ANDIRI PA'{GAN DAN
SWASETTIBADA PAHGAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Gema Pangan, bertujuan unhrk memberdayakan
masyarakat untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan yang
aman dan terjangkau melalui kegiatan pengembangan infrastruktur,
peningkatan produksi , peningkatan distribusi dan akses, pningkatan
konsumsi mutu dan keamanan pangan sehingga rakyat tidak lapar

Pasal 3

lele, Tebu dan Populasi Sapi diseluruh Kabupaten / Kota sesuai
masing - masing sehingga terwujud swasembada pangan di

Sumatera Utara melalui pembinaan yang terkoordinasi dan
terhadap Pehni/ KelompoKani, Pengusaha dan BUMN (PTPN)

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Gema Pangan adalah :

a. kelompok masyarakat miskin di Desa/Kelurahan.

b. dea/Kelurahan miskin/tertinggafrawan pangan.

20.

2t.

22.



Pasal 5

Sasaran Swasembada Pangan yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah:

a. meningkatnya Produksi Padi menjadi 5.220.099 Ton Gabah Kering

Gilins (GKG).

b. meningkatnya Produksi Jagung menjadi 1.668.38 Ton Pipilan Kering

(PK).

c. meningkatnya Produksi Kedele menjadi L22,827 Ton Biji Kering (BK).

d. meningkatnya Produksi Gula menjadi 269.217 Ton.

e. meningkatnya Pemotongan Sapi Lokal menjadi 168.982 Ekor sementara

Sapi Impor Nol.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengembangan Gerakan Masyamlot l-landiri Pangan

dan Swasembada Pangan

Pasal 6

(1). Perencanaan Gema Pangan dan Swasembada Pangan dilakukan setiap

tahun dan dikoordinasikan oleh Instansi yang menangani Ketahanan

Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota melalui Dewan Kehhanan

Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota yang selanjuhya dibahas,

disinergikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan secara

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bappeda Provinsi maupun Kabupaten / Kota setiap tahun

bngkoordinasikan perencanaan program dan anggaran untuk

nienetapkan usulan Pengembangan Gema Pangan dan Swasembada

Pangan yang akan dibiayaiAPBD.

Untuk optimalisasi pelaksanaan Pengembangan Gema Pangan dan

rSwasembada Pangan maka disusun Buku Pedoman Program Aksi

'G"ma Pangan dan Pdoman Umurn Progrram Swasembada Pangan

yang memuat lebih rinci tentang pelaksanaannya sebagaimana

tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 7

Pembiayaan Program Aksi Gema Pangan dan Pncgram Swasembada

Pangan sebagaimana dimalcsud dalam pasal 6 ayat (3), dibebankan

pada Anggaran Pemerintah, Penrerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakaVpengusaha/ investor sesuai

tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BAB III

PE|-AFORAN, PEMAI{TAUAH DAil EIIALUAST

Pasal I

(1). Pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Aksi Gema

Pangan dan Program Swasembada Pangan sebagaimana tercantum

dalam pafil 6 ayat (3), dilaksanakan oleh Instansi yang menangani

Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten / Kota bersama
! --: ' ".,"-.tyEqn. lnstansi terkait melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi

, "...1 te .:Il -maupun Kabupaten / Kota atau dilaksanakan masing-masing
, -;.:r , VInstitusilSKPD.

Hil;' t;Mmantauan 
dan evatuasi ditaksanakan secara berkala danKn"rxr [ " (

---fi I A berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan'

A
'u

r ....... j ...."(3),. Biaya untuk pelaksanaan pemanbuan dan evaluasi dikoordinasikan
:.,,r, .0!1"..... : I obh Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi maupun

r,: -.,,-,.*16.4 " :Kabupaten / Kota selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi

maupun Kabupaten / Kota atau dilaksanakan masing-masing

Institusi/SKPD.

7



BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur Sumatera Utara ini dengan penempatannya dalam Berib Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

o?
Ditetapkan di
pada tanggal

ARIFIl{

L Seyvrber 2@
GUBERNUR SU ATERA UTARAY

Diundangkan di Medan

pada tanggal 4 Seplernbec 2oD9

SEKRETARIS

BERTTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUIT 2OO9 NOMOR 25

R.E. NAINGGOI.AN

E



LAMPIRAN I PEMTURAN GUBERNUR SUMATERA UIARA
NOMoR Ar Tn"{vil.f a$gq
TANGGAL I .lfpd-trn[ur aonQ

PEDOMAN PROGRAM AKSI
GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN

(GEMAPANGAI\)
untuk Mewujudkan Komitmen GUBSU " Ralgtat Tidak Lapar "

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2009

,&y
/sHd

Fffi
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I. PENDAHULUAN

a. latar Belakang

1. Salah satu komitmen dasar dalam Msi dan Misi Gubernur Sumatera Utara 2008 -
2013 adalah bagaimana mewujudkan " Rakyat Tidak Lapar ". Lapar dapat

diartikan sebagai bentuk ekstrim dari pada kemiskinan yang berdasarkan data

Statistik tahun 2008 berjumlah * 1.613.800 jiwa atau 12,55 alo dari jumlah

penduduk Sumatera Utara.

2. Lapar terjadi karena, (1) Bahan pangan tidak tersedia atau sulit diperoleh

sebagai akibat produksi kurang dan distribusi atau pasokan kurang lancar, (2)

Pangan tersedia, tetapi daya beli kurang / tidak mampu untuk mengakses

pangan sebagai akibat tidak punya pekerjaan, pendapatan rendah dan miskin,

dan (3) Pangan tersedia, daya beli cukup / mampu untuk mengakses pangan,

tetapi tingkat konsumsi pangan tidak sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai

akibat perilaku, budaya dan kurangnya pengetahuan bagaimana mengkonsumsi

pangan secrra baik dan teratur.

3. Masyarakat miskin yang berada pada Desa / Kelurahan tertinggal pada

umumnya mempunyai pendapatan rendah, sehingga tidak mampu mengakses

pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya. Ketidakmampuan dalam

mengakses pangan tersebut mengakibatkan masyarakat miskin rentan terhadap

kelaparan.

4. Oleh karena itu perlu dilakanakan suatu gerakan yang disebut dengan "Gerakan

Mandiri Pangan atau GEMA PANGAN" yang pelaKanaannya

di Desa / Kelurahan yang tergolong tertinggal atau miskin diseluruh

/ Kota Se Sumatera Utara.

j ...lggi9!atif untuk bersama - sama mewujudkan Masyarakat / Rakyat tidak lapar

9[ - l, t#'.,o'j+ (etpat) kesiatan pokok vaitu :

,-- j kllSlp-eningkatan produksi pangan (tanaman panganlhortikultura, perkebunan,

kehutanan, petemakan, perikanan) untuk menjamin ketersediaan pangan,

pengembangan teknologi pasca panen, intensifikasi usaha tani, peningkatan

cadangan pangan masyarakat dan lumbung pangan bagi Masyarakat /
Rumah Tangga / Individu;



b. Peningkatan distribusi dan arus perdagangan bahan pangan (Kios KUD,

Koperasi, pasar dll) sehingga adanya jaminan pemerataan pangan sehingga

mudah terjangkau oleh Rumah Tangga;

c. Peningkatan konsumsi pangan (keamanan, mutu, diversifikasi pangan, dll)

sehingga konsumsi pangan masyarakat betul-betul sesuai Pola Pangan

Harapan;

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung peningkatan

pangan fialan desa, irigasi, jaringan listrilq jaringan informasi, sarana

transportasi, dll).

b, Tujuan dan Sasaran

L Tujuan

Memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri dalam memenuhi

kebutuhan panEan yang aman dan terjangkau melalui kegiatan

pngembangan infrastruKur, peningkatan produki, peningkatan distribusi

dan akses, peningkatan konsurnsi mutu dan keamanan pangan sehingga

rakyat Udak lapar.

2. Sasaran

2,L. Kelompok maryarakat miskin di desalkelurahan

2,2, Desa/ Kelurahan miskin/tertinggal/rawan pangan

' c. Pengefian

- 1. -tapar/Kelaparan adalah individu yang hanya mampu mengkonsumsi bahan

untuk menghasilkan energi kurang dari 70 o/o dan angka konsumsi

yang ditetapkan pola pangan harapan (pph) yaitu kurang dari 1.400
0sn

Wa1r1r)

) n Pangan adalah suaU kondisi ketfdak cukupan pangan yang dialami

oleh ,daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk

Z.....rnemenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan

masyarakat.
t

&:IFffid Insecurty Atlas (FIA) / Peta Kerawanan Pangan adalah Penyusunan Peta

"daerah rawan pangan dengan menggunakan beberapa dimensi dan indikator

untuk mengetahui suatu daerah kategori rawan pangan.

Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh

kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem

ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

4,



5. Gerakan Program Aksi Mandiri Pangan adalah upaya terpadu dari pemerintah

bersama masyarakat yang berbasis dipedesaan/kelurahan melalui gerakan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan potensi

sumber daya setempat dalam rangka mewujudkan rakyat tidak lapar.

6. Pemantauan adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap

perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka waktu.

7. Monitoring adalah suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan,

menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan

pengendalian kegiatan.

8. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui secara langsung

perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan

yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian dapat segera

dilakanakan serta perbaikan dan penyempurnaan yang akan datang.

9. Pengendalian adalah kegiatan peninjauan pelaksanaan kegiatan ke lapangan

secara terkoordinasi.

" lQ. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan

/ pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil

'gqWbo$q
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II, KERAilGKA PIKIR

Pelaksanaan Program Aksi Gerakan Maqyrakat Mandiri Pangan (GEMA

PANGAN) adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan,

pendampingan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan akses pangan

dengan memprioritaskan pada aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan

penguatan sarana dan prasarana dengan kerangka plkir sebagai berikut :

FASII.ITASI
Jalan desa dan irigasi - Jaringan Ustrik
- Sarana pendidikan & kesehatan -Jaringnn informasi
- Sarana Transporbsi - Pasar

. =Integrasi dergan program Per$erdayaan lain {PI{PMTPUAP. Desa
tumhrq Pargan dan lain-lain

- , "'; .. :_t: i:'f

,, ,.,Fu.....

wbory

rrn
ko - tK? $'
:: ,.!i!!r!{$

PrcSES

r Pemberdayaan sebagai partisipasi
. Per$erdayaan sebagai demokratisasi
o Pemberdayaan sebagai peryembarEan kapasitas
. Pemberdayaan sebagni peqen$arqan ekonomi
r Per$erdayaan sebagai peryer6atqan ildividu

PEIIGUITAII lG.grl8lcAlt
a. Fe4gretil lcMags.$ ltr t
- Psrguit $ l(d€n$€0a6n nsryrdrfi.t
- FerTt5bn (cteriagtrar Peilsintah
h Faqnnbn lchr$ag83e Uafy.ralnt
- rWM
- l.*[r*dgi $rarlayr Halvrnatot
- TlrltPaqar D€sa

ftngst te'*age-ta*ag. F*tamr&n penudang (|ruD' HQ(, Poelard& tentagn lt€er8rr

DISTnIil'SI

- Al(sespangF$
s€canaf.sil&*
dtonoflt

- Perdagiltganddt
herga

urrxn

HqrirEie&Ii
keFsdaanrhr
disuihlsi p.ngFfl
ileoin$atsrfa
il.sef pargfit
nfin*tartrgF
8e*en$sl€nya
osaha pro**tif
lleniqhuya
l(o.lslmslpangFr
3Bdan adn$
lerabsintr
maalalt pallgBs



tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana terlihat pada bagan dibawah ini :

Pelaksana

Keterangan :

pHubungan

flYabu'su',

irrrrlrtrrlrrrarartilrrrtrf llllr:ttllllrrrt!
v

I
rrrllttl:lrlrlt

Sekr.etariat

:
I
t

{rrrr.rtr

Gubernur {Ketuo
Dewon

Ketohonon
Pongon)

III. PENGORGAI{ISASIAil GEMA PAI{GAN

Program Aksi Gerakan Masyaraka Mandiri Pangan (GEMA PANGAN)

dilaKanakan secara terkoordinasi mulai dari tingkat provinsi sampai dengan

Tim P. embin*lPelaksana/
Penggerak

V

Kodes/Luroh/iim Pongon Deso

I

KELOMPOK MASYARAKAT
/KELOMPOK

TANVMASYARAKAT

Koordinasi/sinetgis
KomandolProgram
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A. TATA KERTA

1. Tingkat Desa/Kelurahan

'/ Tim Penggerak Gema Pangan tingkat desa/kelurahan diketuai oleh Kepala

Desa/Lurah yang ditetapkan dengan 5K Camat dengan anggota Tim Pangan

Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh kelompok tani/masyarakat.

{ Tim Pangan DesalKelurahan terdiri dari 6 (enam) orang yaitu aparat desa (1

orang), tokoh masyarakat (1 orang), ketua tim penggerak pKK (1 orang),

dan perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang), PPL

(1 orang) dan pengurus Lembaga Keuangan DesalKelurahan (LKD/LKK) 1

orang.

Tugas dan bnggung iawab Tim penggenk Gema pangan

Desa/Kelurahan, dibantu oleh Pendamping dalam :

a. lt4embantu Tim Pelaksana Gema Pangan Kab./Kota/Kecamatan dalam proses

identifi kasi data dasar desalkelurahan.

b. Mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi,

konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi

masyarakat.

c. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan cadangan pangan desa dan

perkembangan pelaksanaan Proksi Gema Pangan di desa/kelur:ahan dengan

formulir yang telah disepakati.

d. Mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan di pedesaan/kelurahan

e. Pettemuan Tim Penggerak Gema Pangan Desa/Kelurahan minimal dilaksanakan

dua kali dalam sebulan

f. Melapo*an hasil pelaksanaan Gema Pangan kepada Camat cq. Sekretariat 1 kali

sebulan

2. Tingkat Kecamatan

Tim Penggerak Gema Pangan Kecamatan diketuai oleh Camat dengan

Pertanian Kecamatan dengan anggob Dinas/Instansi/Lembaga

ng ditetapkan oleh SK Bupati / Walikota, dengan tugas dan tanggung

EKbqhgl: Tim Pelaksana Gema Pangan Kab./Kota dalam proses penetapan

naan dan evaluasi Gema Pangan.

Men gkoord inasikan Kepal a Desa/Kelura han dalam pela ksanaan GEMA PANGAN

Bt1 4. 
fenSadakan 

Pertemuan ditingkat kecamatan minimal 1 bulan sekali

Vnitu '
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5. Melaporkan hasil pelaksanaan Gema pangan kepada Bupati/walikota cq.

Sekretariat Gema Pangan Kabupaten/Kota

3. Tingkat Kabupaten/Kota
'Iim Pelaksana Gema Pangan kabupaten/kota diketuai oleh Bupati/Walikota

dengan Sekretariat berada pada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani

ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota dengan anggota Dinas/Instansi/Lembaga

terkait yang ditetapkan dengan SK Bupatiflffalikota, dengan tugas dan tanggung
jawab:

l. Melaksanakan identifikasi dan seleksi Kecamatan dan Desa/Kelurahan calon

lokasi Gema Pangan sefta mengusulkan ke Propinsi untuk diverifikasi.

2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan.

3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

lintas sektor dalam Gema Pangan

4. Identifikasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan Gerna

Pangan,

5. Merumuskan Gema Pangan di Wlayah Kabupaten/Kota

6. Mengadakan Peftemuan ditingkat Kabupaten minimal I bulan sekali

7. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati/Walikota cq. Sekretariat Gema

Pangan Propinsi.

4. Tingkat Provinsi

Tim Pembina Gema Pangan tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan

Seketariat Badan Ketahanan Pangan dengan anggota Dinas Instansi Terlait yang

ditetapkan oleh SK Gubernur, dengan tugas dan tanggung jawab ;

sosialisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau bersama Tim

/ Kota mengadakan sosialisasi ke Desa / Kelurahan.

verifikasi calon desa/kelurahan yang diusulkan oleh

ffi.t n/Kota

f"Bru'rnuskan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan) di wilayah

Provinsi

Melalilkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegitan

i /intas seKor dalam Gema Pangan

oanu Sal6entifikasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan Gema

Cungan.

u*
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7.

Mengadakan Peftemuan tingkat Provinsi dilaksanakan minimal 1 bulan sekali,

Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gema pangan kepada Gubernur oleh

Sekretariat Gema Pangan Provinsi

fun
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IV. PEI.AKSAITAAII

4.1. SELEI(SI LOKASI

A. Kabupaten/Kota

Kriteria: Kabupaten/Kota memiliki Penduduk Miskin, Rawan pangan / Desa /
Kelurahan tertinggal.

B. Kecamatan

Kriteria:

. Memiliki Desa/Kelur:ahantertinggal

' Adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung program aksi Gema Pangan

(Pasar, KUD, dll)

. Memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program

r Memiliki sarana dan prasarana pendukung

. Diutamakan dari hasil FIA, Kecamatan yang termasuk rawan pangan dan banyak

KK miskin

C. Desa/Kdurahan

Kriteria :

- Desa / Kelurahan yang berpenduduk miskin (> 30 o/o penduduknya termasuk KK

miskin) berdasarkan SKPG atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), data BPS /
Kriteria KK Miskin lainnya.

- Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan

- Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi terhadap pembangunan

Program Aksi Gema Pangan

Jumlah DealKelurahan Pelaksana I

- Masing-masing Kabupaten/Kota menetapkan 5 Desa/Kelurahan yang memenuhi

kategori sebagal Desa/Kelurahan pelakana Program Aksi Gema Pangan setiap

tahun selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2010 s/d 2013, sehingga

yang ikut program Aksi Gema Pangan berjumlah minimal 600

1xn,onf



Catatan : Kegiatan ini dapat berkembang sesuai dengan Tupoksi Institusi / SKPD

masing-masing

Pelaksana kegiatan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan Tupoksi

Instih.rsi/SKPD masing - masing.

4.9, Penilaian Lomba Gema Pangnn

Pencanangan Program Aksi Gema Pangan dilaksanakan selama 4 tahun

dilaksanakan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2009. Setiap

tahun akan diadakan lomba Gema Pangan untuk tingkat Desa/Kelurahan,

Kecamatan dan Kabupaten/Kota se - Sumatera Utara.

Pelaksanaan penilaian perlombaan Gema Pangan direncanakan pada setiap

awal Nopember sld Desember penentuan Fmenang sefta penerimaan

penghargaan yang disemhkan langsung Bapak GUBSU pada Hari Krida Pertanian

setiap tahunnya selama 4 tahun.

Pernenang Lomba Gema Pangan diberikan penghargaan dan Pataka serta

hadiah lainnya.

[)"0

ir*
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V. DUKUNGA]T ANGGARAN

Pelaksanaan Program Aksi Gema Pangan didukung dengan anggaran

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah K'ab./Kota dan

masya rakaVpeng usahali nvestor :

1. Dukungan Anggaran Pemerintah

a. Pemerinbh Pusat melalui Departemen/Lembaga Non Departemen Ungkat Pusat

diharapkan dukungan anggaran yang memadai sesuai Tupoksi dan

kewenangannya masing-masing melalui Dana DekonsenFasi, Tugas Pembantuan

maupun Dana Alokasi Khusus.

b. Pemerinhh Provinsi melalui dana APBD Propinsi mengalokasikan dana untuk

mendukung Program AKi Gema Pangan pada masing-masing SKPD sesuai

dengan Tupoksinya selama 4 tahun befturut-turut fl-ahun 2010 - 2013)

c. Pemerintah Kab,/Kota melalui dana APBD Kab./Ksta mengalokasikan dana untuk

mendukung Program Aksi Gema Pangan pada masing-masing SKPD sesuai

dengan Tupoksinya selama 4 tahun befturut-turut (Tahun 2010 - 2013).

2. Dukungan Invesfror

r. Masyarakat.

Berbagai kelembagaan masyarakat seperti kelompok tani, kelompok PKK

Posyandu, Kel, kelembagaan pangan, Koptan, Kelembagaan Keagamaan seperti

Zakat/Bazis dll, diharapkan beryartisipasi aKif meningkatkan kesejahteraan

anggotanya dan masyarakat lainnya sehingga fidak ada rakyat yang lapar.

b. BUltlI{/ BUMDlSrrasta

Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta sangat diharapkan peran sertanya dalam

mewujudkan rakyat tidak lapar antara lain dengan mengembangkan CSR (Corporate

Social Responsibility), tempat magang petani, pemberian bantuan modal, pola PIR"

l.' .'

kh

I :' 
:ljf;i: 

{^t5falaba; ltprjasama pemasran dan sebagainya.

,,j-ri,ffi::::J::::
lil-f- { 

[[-30**r keberhasitan prosram AksiGema Pansan adalah sebasai berikut :

$ ee*urangnya penduduk miskin

5. Meninqkatnva pendapatan per kapita penduduk miskin

16



5. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan

6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung produksi dan distribusi pangan

seperti listiK air bersih, pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi

Indikator keberhasilan ini akan dibuat secara kuantitatif/kualitatif setelah

diketahui Data Dasar Pobnsi Desa/Kelurahan dan Survey Rumah Tangga.

uk'9

t7



vlr. Mot{IToRrNG, EVALUASI, PEI{GE]{DAUAN DAI{ PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilaksanakan disetiap tingkatan mulai dari tingkat Provinsi,

Kab./Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui rapat koordinasi 1 kali sebulan.

B. Enaluasi

Evaluasi pelaksanaan Program Aksi Gema Pangan dilaksanakan oleh Tim

Pembina, Tim Pelaksana dan Tim Penggerak dengan dukungan Sekretariat 2 kali

setahun yaitu akhir semester I dan akhir tahun.

C. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secam terpadu oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim

Pelaksana Kabupaten/Kota serta Tim Penggerak Kecamatan ke lapangan dengan

dukungan Sekretariat secara teratur dan berkesinambungan.

..D, Pelapotan-'t-tt$;;;. 
o,rn"[L"1fi%?nr"or,rt di seriap tinskatan dan dikrimkan secara

-.'...."....i.,...".
berje4rjang 1 kali sffdlan.
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VII. PEITUTUF

Melalui Prcgram Aksi Gema Pangan diharapkan masyarakat desa/kelurahan

mempunyai kemampuan unttrk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk

memproduksi bahan pangan dan meningkatkan daya beli, dengan wujud dan cara

yang dipilihnya sendiri sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama sehingga

Komitmen GUBSU Rakpt Tidak LaNr dapat terwujud

6UBER}*T'R ]IIATERA I,TAR&

ARIFIN
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I.AMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATEM UTARA.
NOMOR 

'-F 
T4rr$M JOFQ)

TANGGAL 1 {sfrar11Lal- affig

PEDOMANUMUM
PROGRAM SWASEMBADA PANGAN

(PADI,JAGUNG, KEDELE' TEBU IIAN SApr)
Untuk Mewujudkan Komitmen GUBSU ' Rakyat Tidak Lapar "

PEMERINTAH PROVINSI SI}MATERA UTARA
2009

":!- 
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ARAHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Salah sah] komitnen dasar dalarn Visi Gubernur Sumatera Utara 2008 * 2O13 adalah

mewujudkan " Ralryat Tidak Lapar no. Untuk perwujudanny4 telah disepakati komitmen

bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dcngan Pemeriniah Kabupaten /
Kota Se Sumatera Utara untuk melaksanakan Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri
PANg*N (CEMA PANGAN} dan PROGRAM SWASEMBAI}A PAI\IGAI{.

Program Aksi GEMA PANGAN, difokuskan pelaksanaannya di Desa / Kelurahan yang

penduduk miskin cukup besar, tertinggal / rawan pangan dan dilaksanakan dalam jangka

pendek 2010 - 2013, sedangkan PROGRAM SWASEMBADA PANGAI$ ditokuskan

pelaksanaannya diseluruh Kabupaten / Kota dalam jangka panjang 2009 * 2025 dengan

komoditas utamanya adalah Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi.

Ditetapkannya Program Swasernbada Pangan sebagai salah sat* solusi dalam mengatasi

" Rakyat Tidak Lapar ' khususnya dalam jangka panjan& juga selaras dengan upaya - upaya

tmhrk menghadapi krisis pangan dunia yang akhir - akhir ini mengalami gangguan produksi

akibat perubahan iklim serta adanya pemanfaatan bahan pangan nabati sebagai sumber energi

terbarukan (bio diesel dan bioftrel) dalam jumlah yang cukup besm, sehingga telah dan akan

terus terjadi persaingan pemanfaatan produksi pangan nabati untuk konsumsi dan energi.

Ketersediaan bahan pokok di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dapat diperoleh

dari produksi sendiri bahkan ada yang surplus seperti beras, ikan dan lain - lain namun Kedele,

sangat tergantung kcpada impor atau dari daerah lain, hal ini sangat

yarig t**t dan strategis.

SKPD yang terkait baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota agar : (1)

Program ini secara terkoordinasi melalui wadah koordinasi Dewan Keiahanan

galokasikan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN melalui Forum

(Musrenbang); (3) Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi secara terkoordinasi dan berkesinambungan sampai Tahun 2A25 melalui wadah

koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

,u*,,.no*u*?ffLy};jK4 dan berdampak negatif terhadap upaya pemantapan ketersediaan pangan dan

' 4 kdbilt"+ffiSa. Oleh karena itu upaya - upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan

1 *, u,u ffW[.\g* V&m dalam jangka panjang melalui Program Swasembada Pangan merupakan



Saya berkeyakinan Buku Pedoman Umum Program Swasembada ini akan marnpu

memberikan panduan bagi semua yang terkait dalam rangka mencapai surplus komoditi padi,

Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi dalam jangka panjang di Provinsi Sumatera Utara
sekaligus mewujudkan *Rakyat Tidak Lapar". Untuk itu kepada seluruh Stakeholder baik
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupatcn / iKota, BUMN, BUMD maryun
Masyarakat unfuk bersama - sama bersatu padu dalam mewujudkan Program Swasembada

Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara, dengan semangat
*TEKUN BERKARYA IIIDUP SHAIITERA MULIA BERBUDAYA {' semoga Tuhan

Yang Maha Kuasa mennberkati usaha kita semua, Amin.

Itr 6oe
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Medan, Juli 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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I. PENDAHULUAI\I

A. Latar Belakang

l. Salah satu komitmen dasar dalam Visi dan Misi Gubernur SumateraUtaraz00S *2013

adalah mewujudkan " Rakyat Tidak Lapar ". Terjadinya Rakyat Lapar salah satunya

disebabkan oleh kurang tersedia atau sulitnya diperoleh bahan pangan sebagai akibat

kurangnya produksi yang dimiliki oleh suatu daerah.

2. Secara Nasional ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari produksi yang

dimiliki, sebagian memang sudah mencukupi kebutuhan konsumsi, rurmun dilihat

secara ke wilayahan atau daerah, masih banyak daerah * daerah yang untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi masyarakatnya mendatangkan dari daerah lain atau impor seperti

yang kita alami terhadap komoditas Kedele, Daging Sapi dan Gula dalam skala yang

cukup besar.

3. Mendatangkan bahan pangan dari luar daerah terutama luar negeri (impor), dalam

jangka panjang sangat beresiko terhadap jaminan ketersediaan dan fluktuasi harga di

Pasar Internasional. HaI ini sangat erat kaitannya dengan krisis pangan dunia yang

terjadi sebagai akibat terganggunya produksi pangan dunia seiring terjadinya perubahan

iklim serta adanya pemanfaatan bahan pangan nabati sebagai sumber energi terbarukan

(bio diesel) dan lain * lain dalam jumlah yang cukup besato sehingga persaingan

pemanfaatan produk pangan nabati untuk konsumsi dan energi tidak terelakkan.

4. Beberapa perrnasalahan yang terjadi di Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir

yang antara lain ; Peningkatan Produksi Padi lebih rendah dari Peningkatan Jumlah

Penduduk dan kebutuhan; Peningkatan Kebutuhan Jagung sebagai baltan baku Pakan

Ternak seiring dengarr peningkatan konsumsi Daging Ayam; Ketergantungan Kedele

dan Gula yang sangat besar dari daerah lain atau impor (* 85 Ya) serta ketergantungan

Sapi Impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dalarn jangka paqiang harus dapat

diatasi dan dipenuhi dari produksi SumateraUtara.

5. Komoditas Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi nrerupakan komoditas bahan

pangan pokok dan stategis, karena disamping merupakan bahan pangan pokok bagi

0($asyarakat dan bahan utama industri pakan ternak, juga menrpakan sumber mata

an bagi sebagian besar petani. Oleh karena itu upaya untuk peningkatan

,7 .produksi bahan pangan Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi mutlak

ip+*** melalui Program Swasembada Pangan sampai tahun 2025 dt Provinsi

{ bumatera Utara sehingga ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat dapat

terjamin dan terhindar dari adanya rakyat yang lapar.

Buku Pedoman umum Program swasembada Pangan 
O
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Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan produksi Fadi, Jagpng, Kedele, Tebu dan Populasi Sapi diseluruh

Kabupaten / Kota sesuai potensinya masing * masing sehingga terwujud swasembada

pangan di Provinsi Sumatera Utara melalui pembinaan yang terkoodinasi dan

berkelaqfutan terhadap Petani / Kelompoktani, Pengusaha dan BUMN (PTPI{).

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara adalah :

2.1. Meningkatnya Produksi Padi menjadi 5.220.A99 Ton Gabah Kering Giling

(GKG).

2.2. Meningkatnya Produksi Jagung menjadi 1.668.38 Ton Pipilan Kering (PK).

2.3. Meningkatnya Produksi Kedele menjadi 122.827 Ton Biji Kering (BK).

2.4. Meningkatrya Produksi Gula menjadi269.217 Tan.

2.5. Meningkatnya Pemotongan Sapi Lokat menjadi 163.982 Ekor sementara Sapi

ImporNol.

Rincian Sasaran yang ingin dicapai per Kabupaten / Kota per tahun mulai Tahun 2009 -
2025 adalah seperti pada lampiran I sld 45.

II. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAI\I

A. Keadaan Umum

Keadaan Umum Ketahanan Pangan khususnya dalam Aspek Ketersediaan dan

Aspek Distribusi (harga) di Provinsi Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Produksi Padt lBeras dan Jagung secara umum telah memenuhi kebutuhan konsumsi

masyarakat dan industri pakan ternak, namun dari perkembangan lima tahun terakhir

pencapaian produksi khususnya Padi / Beras masih labil dan sangat fluktuatif.

2. Produksi Kedele dan Gula sangat minim sehingga * 85 % kebutuhan harus dipasok dari

LuarNegeri (impor) atau dari Provinsi lain.

S6i"i1g terjadinya perubahan iklim yang berdampak terhadap ketersediaan air serta

jari{rgan irigasi yang sebagian besar dalam keadaan rusak.f
uh

Mnrfu
Buku Pedomanumum Program swasembada Pangan O
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5. Fluktuasi harga sering terjadi terutama Kedele, Gula dan Daging Sapi yang sangat

tergantung kepada kondisi harga didaerah pemasok.

B. Permasalahan

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi pangan

di Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Benih atau Bibit Unggul secaxa umum kurang tersedia dan jikapun tersedia kualitas dan

produklivitasnya rendah.

2. Berlanjutnya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah.

3. Panen dan Pasca Panen yang kurang baik sehingga menimbulkan kehilangan hasil yang

rclattf tinggi.

4. Belum sepenuhnya perlindungan harga disaat panen apalagi Panen raya sehingga Petani

sering mengalami kerugian.

5. Bea Masuk Impor yang kurang dinamis serta tidak adanya pembatasan impor.

6. Kapasitas Pabrik Gula dan Luas Areal Tanam Tebu yang rendah.

7. Penyediaan dan Penyaluran Sarana Produksi yang tidak tepat.

8. Penyuluhan masih stagnan serta Kelembagaan Petani yang belum mandiri.

9. Keterbatasan Permodalan dan Penyediaan Kredit Pangan yang belum optimal.

10. Rendahnya minat Petani untuk berbudidaya temak tertentu.

C. Kebijakan / Kegiatan

Dalam menghadapi keadaan umurn dan permasalahan tersebut diatas, maka

kebijakan kedepan dalam jangka panjang yang perlu dilaksanakan di Provinsi Sumatera

Utara adalah rnelaksanakan Program Swasembada Pangan khususnya untuk

mempertahankan Swasernbada Padi dan Jagung, mempercepat terwujudnya swasembada

Kedele, Daging Sapi dan Gula dengan berbagai dukungan Instansi dalam wadah koordinasi

Dewan Ketahanan Pangan berupa berbagai kegiatan sebagaimana terlihat pada halaman 13.

III. PENGORGA}{ISASIAN

Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele , Gula dan Daging Sapi

Utara dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah koordinasi Dewan

baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

ng Jawab, Pembina dan Pelaksana Program.

EKlrano

Ko" uK? jh 't'
hurqin

Provinsi

a. PenanggungJawabProgram : Gubernur / Ketua Dewan Ketahanan

Pangan Provinsi.

su

wnd*
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b. Pembina dan Koordinasi Program :

c. PelaksanaProgram

d. Penansgunq Jawab Dukuncan
Sekretariat

e. Dukungan Instensi Terkait

2. Tingkat Kabupaten / Kota

a, PenanggungJawab Program

b. Pembina dan Koordinasi Program :

c. Pelaksana Program

d. Penaneguns Jawab Dukunsan
Sekretariat

e. Dukungan Instansi Terkait

3. Tingkat Kecamatan

fl. PenanggungJawab Program

dan Koordinasi Program

Program

Asisten Ekonomi dan Pembangunan /

Ketua Harian l)ewan Ketahanan

Pengan Frovinsi.

Ka. Dinas Pertanian / Perkebunan /

Peternakan I PTPN Anggota Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi.

Ka. Badan Ketahanan Pangan I

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan

Provinsi.

Badan / Dinas Institusi Anggota Dcwan

Ketahanan Pangnn Provinsi,

Bupati Walikota / Ketua Dewan

Ketahrnan Pangan Kabupaten / Kota,

Asisten Ekonomi dan Pembangunan /

Ketua Harian Dewan Ketah*nan

Pangan Kab / Kota.

Kr. Dinas yang menflng&ni Bidang

Tanaman Pangan, Perkebunan dan

Peternakan/ Anggota Dewan Ketahanan

Pangan Kabupaten / Kota.

Ka. Institusi yang menrngnni

Ketahanan Pangan / Sekretaris l)ewan

Ketahanan Pangan Kabnpaten / Kota-

Badan / Dinas Institusi Anggota Dowan

Ketahanan Pangan Kabupaten I Kota'

: Camat

: Sekretaris Csmnt

Pimpinan Pertanian Kecamatan.

Pimpinan BPP / UPT PenYuluhan
tenn
g<[ang

1r" bK? &
tlqrqtrt
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4. Tingket Desa / Kelurahan

a. PenanggungJawabProgram r Kepala Desa / Lurah

b. PenanggungJawaboperasional : Ka. Urusan Ekonomi Pembangunan

Pelaksanaan Desa / Pamong Desa / Kelurahsn yang

sesuai.

B. Tata Kerja

Tata Kerja dalam memberhasilkan Pelaksanaan Program Swasembada Pangan

khususnya Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi ditetapkan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Petemakan dan PTPN, mempunyai Tugas dan

Tanggung Jawab dalam kebijakan teknis dan petaksanaan upaya * upaya peningkatan

produksi dan produktivitas.

2. Badan / Dinas dan Instansi terkait lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan" Dinas

Perhubungaq Dinas Pengairan, Dinas Jalan dan Jembataru Perum Bulog, Kanwil Bea

dan Cukai, Balai Karantina Pelaksana Perbankan, Balitbang, BPTP, PT. PUSRI, PT.

PERTANI, PT SHS, PT. Petrokimia" BMG, dan lain - lain) memberikan dukungan

terhadap kebdakan teknis dan pelaksaffran upaya - upaya peningkatan poduksi dan

produktivitas sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

3. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan

pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

IV. PELAKSANAAI{

Pelaksanaan Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele , Gula dan

Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut :

A. Penetapan Komoditas

Komoditas yang akan dilaksanakan melalui Program Swasernbada Pangan adalah

Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi. Hal ini ditetapkan karena ke 5 (lima)

_,' \*w,#11#ffi:Jffi;ffi 
pokok dan strategis dan merupakan sumber

i;,1,f tttry.ksanaan
\.0- uKt f d

Rugun J Pelaksanaan Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele, Tebu

fr*Daging Sapi dilaksanakan sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2A25 dan merupakan program

jangka panjang di Provinsi Sumatera Utara.
h 

an'? {
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C, Perencanaan

Tata Laksana Perencanaan Program Swasernbada Pangan khususnya Padi, Jagung,

Kedele, Tebu dan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan perpaduan

antara perencanaan dari bawah (Bottom Up Planning) dengan perencarurul dari atas ( Top

Down Planning) dengan tetap mengutamakan prinsip - prinsip partisipatif dengan tahap -.

tahap perencaruum melalui forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yaitu sebagai

berikut:

Perencanaan Program ditingkat Kelompoktani yang meliputi penyusunan rencana

tahunan terhadap Areal / Produksi i Kebutuhan Saprodi dan Kredit dan lain - lain

dibawah bimbingan PPL. Perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui

Musrenbang Desa/I(elurahan dan hasilnya disampaikan ke tingkat Kecamatan.

Perencanaan ditingkat Kecamatan dilaksanakan melalui forum koordinasi perencanaan

tingkat Kecamatan dibawah koordinasi Sekretaris Camat untuk membahas rencana

tingkat Desa. pspsnsanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui Musrenbang

Kecamatan dan hasilnya disampaikan ke tingkat Kabupaten I Kota.

Perencanaan ditingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan melalui wadah koordinasi

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota untuk membahas rencana tingkat

Kecamatan dan target yang ditetapkan Provinsi, Perencanaan ini dilaksanakan setiap

tahun melalui Musrenbang Kabupaten/Kota dan hasilnya disampaikan ke Provilsi.

Perencanaan di tingkat Provinsi dilaksanakan melalui wadah koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi untuk membahas rencana tingkat Kabupaten / Kota dan

target yang ditetapkan Provinsi. Perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui

Musrenbang Propinsi dan hasilnya ditetapkan menjadi Kebijakan dan Program yang

ditetapkan Gubemur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas / Badan baik sebagai

Pelaksana Program maupun sebagai Instansi Pendukung Provinsi, dapat dirinci sebagai

berikut:

{-n-' **"*ro* PELAKSANA

r )*t 2 t

t' &ii'dembangan varietas unggu

rpesifik lokasi

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan

Perkebunan dan Kehutanan, BPTP

BUMN, BUMD dan Swasta

1.

2.

3.

4.

.l

. ]:

krn
EKWhg

l(q " 6K? #
KUKUTn

- 
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NO KEGIATAN PELAKSANA

2 a
l

2. Penyediaan, penyaluran sarana dar:

Jrasarana produksi

Dinas Pertanian, PUSRI, SHS, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
a
J. Penyediaan dan perbaikar

nfrastruktur pertanian

Dinas PSDA, Dinas Jalan & Jembatar

Distan, Disbun, Disnak, Diskan & Swasta

4. Menata, mengatur dan mengurang

ilih tungsi lahat produkif
BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanar

5. Peningkatan Indeks Pertanaman (Ip)

lan perluasan areal tanam melalui

rptimalisasi pemanfaatan lahan tidur

Jan lainlain

Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dar

Swata

6 Pencegahan kerusakan lahan-lahar

rsaha pertanian serta perbaikan lahan.

ahan marginal

Dinas PSDA dan Dinas Pertanian

7. Konservasi dan rehabilitasi lahan pada

:atchman area

PU Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas

Perkebunan, Dinas Kehutanan

8. Melakukan P2T3 dan peningkatar

leknologi budidaya seperti PTT dar

lain-lain

BPTP, Dinas Pertanian, SHS, PUSRI

Pertani

9. Pembukaan lahan baru untuk tanamar

)4ru

Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan.

PU Pengairan

10. Penyediaan teknologi dan prasarane

rroduksi tepat guna

Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinar

Peternakan, Dinas Perikanan d.er

Kelautan, BPTP

i1 Pengupayaan pembiayaan meiaiur

program-program kredit kepada petani

lan membantu permodalan petani

rerbentuk BLM

Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, BKP

Dinas Perikanan dan Kelautan, BRI, BNI

t2,

teffi*j#;fi,jff*,"*"*' ,V- '-
Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinal

Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinar

Kehuatan, BKP, Diskanla

W!ctng

Y-e k
[lur<um

K4- gFo

&t ,l

wnti* 4
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t3. Mcniggkatkaa p€rarl seria PTPN dar

Perkebunan Besar Swasta dalan

rangka swasembada padi, jagung dar

kedele

Dinas Pertaniq4, Bappeda prpN, sHS

Pertani, Pusri

t4. Pemberdayaan Kelompoktani

Gapoktan dan Penyuluhan Perranian

Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas ,

Badffi lingkup Pertanian, Per*anan dar.

Kehutanan

15. Penyediaan alokasi dana uotul

Etabilitas harga gabah, jagung dar

eedele di tingkat petani

BKP, Dinas Pertanian, Pemda

16. Meningkatkan kinerja dan efisiens:

mbrik gula yang ada

PTPN, Disperindag

17. Pengembangan Pabrik Gula baru PTPN, Dinas Perkebunan,Disperindag

18. 3eningkatan kualitas kemihaan antan

retani dan pabrik gula

PTPN, Pemda, Dinas Perkebunan

19" Pengaturan impor gula s€caft

rroporsional dengan memperhatikar

repentingan produsen dan konsumen

Disperindag, Depkeu, Karantina

24. Peningkakn inseminasi Buatan (IB) Dinas Peternakan

21. Pelarangan Pemotongan Hewar

Setina Produktif yang diawasi secare

retat disetiap rumah potong

Dinas Peternakan, Rumah Potong Hewan

22. Pengembangan sarana dan prasaranr

Ji kawasan agribisnis petemakan

Dinas Peternakan, Disperindag

23, PEngamanan te.rnak yaqg meliput

remberantasan penyakit hewar

nenular dan pengendalian bibit ternak

Dinas Fetemakan, BPPH

24. Vleningkatkan sarana dan prasaranr

listribusi pangan

^rO9

Dinas Perhubungan, Dinas Jalan &

Jembatan, Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kb(fl4

x'
qfn

kegiatan stabilitas

pokok dan sftategispargan

tffi"** 
mauP'n Produsen

Bulog, BKP, Dinas Perindustrian dar:

Perdagangan, Koperasi

t<n - uKt
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Catatan:

Kegiatan ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan Tupoksi Institusi/ SKPD

masmg * masmg.

Pelaksana kegiatan juga dapat berkembang sesuai keb#re

Institusi/SKPD masing-masing. ffio*,

It,
i

; ,ftfi'
,i EKballg

i ro" t*t t
I ' \tututtt

! . ,.. r

i
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V. DUKUNGAI\ AFIGGARAIY

Pelaksanaan Program Swasembada Pangan didukung oleh Anggaran Pemerintah,

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten lKota) dan Badan Usaha Mitik Negara (BUMN) I

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Masyarakat yang dialokasikan pada masing * masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN / BUMD serta Partisipasi Masyarakat.

Pengajuan dukungan anggaran bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing *
masing SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota dilaksanakan secara berjenjang melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa I Kelurahan,

Kecamatano Kabupaten / Kota hingga Provinsi.

YI. NII)IKATOR KEBERIIASILA}I

Indikator Keberhasilan dari pelaksanaan Program Swasembada Pangan yang

dilaksanakan dalam jangka panjang sampai Tahun 2025 adalah Peningkatan Produksi Padi,

Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi sampai pada tingkat Swasembada paling lambat sampai

tahun 2425.

Secara kwantitatif Keberhasilan tersebut adalah tercapainya rencana peningkatan

produksi Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi setiap tahun disetiap Kabupaten I Kota

mulai Tahun 2009 sampai Tahun 2025 seperttpada lampiran I #d 45.

VII. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAI{ DAI'I PELAPORAN

A. Monitoring dan Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan Program Swasembada

Pangan dilaksanakan melalui wadah rapat koordinasi dimasing * masing Dinas I Instansi

sekali sebulan dan melalui rapat koordinasi Posko Ketahanan pangan pada Badan

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota juga sekali sebulan.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh masing - masing

Dinas Penanggung Jawab Pelaksana Program dan Sekretariat Dewan Ketahanan pangan

Provinsi dan kabupaten / Kota pada akhir Tahun Anggaran.

C. Pengendalian Pelaksanara Program Swasembada Pangan dilaksanakan melalui supenrisi

lang5ung kelapangan secara terkoordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan

YWy:n / Kota.::""T teratur dan berkel*"T, 
::'*'iT.:^:::Ii:::::f:::*ulK*iri / pengeldalian juga dapat dilaksanakan oleh Dinas / Instansi Anggota Dewan

ftrn

VKyong

Dr{ .f,
hurunt

an Pangan sesuai Tupoksi dan Kewenangannya masing - masing.
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D. PElaporax dilak-sanakan oleh masi.ng * masing Dinas 1 In,qta-nsi Penanggpng Ja.wab

Pelaksana Prograni dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaterr i Kota dan

disarnpaikan kE Prcrvinsi sekali sebulan- pada ta.nggal 5 setiap bulan.

Dinas / Instansi Penanggung Jawab Pelaksana Progrem dan Sekretariat Dewan Ketahanan

Pangan hovinsi melaporkan kepada Gubernur sclaku Penanggung Jawab pembina

Prograrn 2 (dua) kali setahun.

VIII. PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Umum Program Swasembada Pangan khususnya padi,

Jagung, Kedele, Te.bu dan Dagiag Sapi disusun uxtuk dup& dijadikan a_auall dalam

menrberhasilkannya baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten / Kota sehingga

dala.m" jangka panjang salah. satu komitmen dasar Gubpryur Ra-kvat Tidak Lapar terwujud di

Provinsi Sumatera Utaru.

fan
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